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ABSTRAK

JULIANINGSI. Implementasi Gender Inclusive Fiscal Governance:Analisis
Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Makassar(dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Nur
Khaerah)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Gender Inclusive
Fiscal Governance melalui pendekatan Penganggaran Responsif Gender (PRG) di
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar
tahun 2023. Pendekatan PRG berperan penting dalam memastikan kebijakan dan
alokasi anggaran pemerintah mampu merespons kebutuhan serta kesenjangan
antara laki-laki dan perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, serta teknik pengumpulan data
melalui wawancara mendalam; observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPPA telah mulai mengintegrasikan
tiga indikator PRG yaitu Gender Specific Expenditures, Expenditures that Promote
Gender Equity in Public Services, dan General or Mainsiream Expenditures.
Sekitar 60,52% anggaran DPPPA dialokasikan untuk program berbasis gender,
yang mencakup perlindungan perempuan korban kekerasan, peningkatan kualitas
keluarga, dan pemenuhan hak anak. Namun, proporsi anggaran tersebut hanya
mencakup sekitar 0,17% dari total belanja daerah Kota Makassar, menunjukkan
bahwa pengarusutamaan gender belum menjadi prioritas lintas sektor. Tantangan
utama yang dihadapi meliputi kurangnya integrasi isu gender di luar DPPPA,
terbatasnya data terpilah, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam
memahami dan menerapkan prinsip PRG. Oleh karena itu, penguatan komitmen
politik, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyediaan data terpilah yang
akurat menjadi kunci untuk mendorong tata kelola fiskal yang lebih inklusif dan
berkeadilan gender.

Kata Kunci: Penganggaran Responsif Gender, Kesetaraan Gender, Pemerintah
Daerah
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ABSTRACK

JULIANINGSI. Implementation of Gender Inclusive Fiscal Governance:
Analysis of Gender Responsive Budgeting at the Makassar City Women's

Empowerment and Child Protection Service (supervised by Nuryanti Mustari and

Nur Khaerah)

This study aims to analyze the implementation of Gender Inclusive Fiscal
Governance through the Gender Responsive Budgeting (PRG) approach at the
Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service (DPPPA) in
2023. The PRG approach plays an important role in ensuring that government
policies and budget allocations are able to respond to the needs and gaps between
men and women. The research method used is a qualitative approach with a
descriptive type, and data collection techniques through in-depth interviews,
observation, and documentation.

The results of the study indicate that DPPPA has begun to.integrate three
PRG indicators, namely Gender Specific Expenditures, Expenditures that Promote
Gender Equity in Public Services, and General or Mainsiream Expenditures.
Around 60.52% of the DPPPA budget is allocated for gender-based programs,
which include protecting women victims of violence, improving family quality, and
Sfulfilling children's rights. However, the proportion of the budget only covers
around 0.17% of the total regional expenditure of Makassar City, indicating that
gender mainstreaming has not become a cross-sectoral -priority. The main
challenges faced include the lack of integration of gender issues outside the
DPPPA, limited disaggregated data, and low' human resource capacity in
understanding and implementing PRG principles.  Therefore, strengthening
political commitment, increasing institutional capacity, and providing accurate
disaggregated data are key to encouraging more inclusive and gender-equitable
fiscal governance.

Keywords: Gender Responsive Budgeting, Gender Equality, Local Government
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganggaran Responsif Gender adalah metode penganggaran yang
mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas yang berbeda antara laki-laki
dan perempuan dan bertujuan untuk memastikan bahwa dana dialokasikan
secara adil (Hasan et al:; 2019). PRG tidak hanya menyediakan dana untuk
perempuan melainkan bagaimana kebijakan fiskal dan penganggaran dibuat
sehingga program pembangunan memberikan manfaat yang sama bagi
semua kelompok gender (Martiany, 2011). Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah dasar untuk
PRG di Indonesia. Diharapkan bahwa Kota Makassar, melalui Dinas
Pemberdayaan = Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), akan
menerapkan PRG untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
inklusif.

Pada tataran praktik, pelaksanaan PRG di berbagai daerah , termasuk
di DP3A Kota Makassar, menghadapi banyak masalah di tingkat praktis.
Meskipun PRG sudah diatur secara regulatif oleh pemerintah pusat,
implementasinya masih sering mengalami kesulitan (Mareshky et al.,
2024). Salah satu masalah terbesar adalah aparatur pemerintah tidak
memahami secara teknis bagaimana menerapkan prinsip gender dalam

siklus penganggaran (Gainau, 2018). Pendekatan netral gender sering



digunakan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. pendekatan ini
menganggap bahwa program pembangunan akan berdampak sama bagi
semua orang, tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda
berdasarkan gender (Kusumawiranti, 2021).

Namun PRG masih tidak terintegrasi secara menyeluruh dalam
penganggaran daerah. Sebagai contoh, laporan anggaran DP3A pada tahun
2022 menunjukkan bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk tugas
administratif dan operasional biasa, tetapi sangat sedikit dana dialokasikan
untuk program yang secara langsung berfokus pada masalah gender seperti
penguatan ekonomi perempuan atau kekerasan terhadap perempuan. Ini
menunjukkan bahwa DP3A Kota Makassar masih belum menggunakan
anggaran yang lebih responsif terhadap gender, meskipun ada upaya untuk
melakukannya.

Data dari DP3A Kota Makassar menunjukkan bahwa pelaksanaan
PRG belum optimal. Menurut dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2023, dana yang dialokasikan untuk
program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak hanya mencapai sekitar 1,8% dari total anggaran daerah,
dan sebagian besar dari dana tersebut dialokasikan untuk biaya operasional.
Program intervensi langsung bagi perempuan dan anak masih sangat kecil.

Selain itu, data internal DP3A menunjukkan bahwa analisis gender
yang menyeluruh jarang digunakan untuk program yang dilaksanakan

(King, 2023). Misalnya, program pemberdayaan ekonomi perempuan yang



tidak didukung dengan alokasi dana yang cukup untuk pelatihan
keterampilan atau akses modal, atau program perlindungan anak yang tidak
mempertimbangkan dampak khusus pada anak laki-laki dan perempuan
(Mellian & Mahendra, 2023). Tanpa penganggaran yang responsif terhadap
gender, upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi
kurang efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan di lapangan (Damayanti et
al., 2023).

Selain itu, tidak ada data terpilah gender yang cukup. Data ini sangat
penting untuk memahami perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan
perempuan dalam berbagai industri (Ilham & Velianto, 2022). Namun, data
yang tersedia sangat terbatas dan beluin terintegrasi dengan baik ke dalam
sistem informasi perencanaan daerah di banyak tempat, termasuk Kota
Makassar. Perencanaan anggaran sering kali dilakukan berdasarkan asumsi
umum karena tidak ada data yang akurat dan relevan. Ini tidak
mempertimbangkan dampak program bagi laki-laki dan perempuan (Yaneri
& Deswanti, 2021).

Tidak adanya komitmen politik juga merupakan salah satu penyebab
utama. Meskipun PRG telah menjadi bagian dari rencana nasional,
pimpinan daerah seringkali tidak memiliki komitmen yang cukup untuk
melakukannya dengan baik. Banyak kali, dukungan pemerintah untuk PRG
bergantung pada prioritas jangka pendek atau bersifat sementara.
Akibatnya, program kesetaraan gender sering kali diabaikan dalam

anggaran jangka panjang (Susiana, 2015).



Jika situasi penganggaran gender yang tidak responsif ini dibiarkan
berlanjut, konsekuensi akan sangat signifikan. Pertama dan terpenting,
ketidaksetaraan gender dalam hal akses terhadap layanan publik,
kesempatan finansial, dan perlindungan sosial akan menjadi tantangan yang
semakin sulit untuk diatasi. Perempuan dan anak-anak, serta kelompok
rentan lainnya, akan terus mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan
yang seharusnya memenuhi kebutuhan mereka (Hoesin, 2003). Ini juga
akan berdampak pada penggunaan sumber daya publik yang tidak efisien,
karena anggaran yang tidak diatur secara gender tidak akan mampu
memberikan manfaat terbaik bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan data “dari DP3A ‘' Kota Makassar tahun 2023,
ketimpangan gender di berbagai sektor masih menjadi masalah yang nyata.
Dalam sektor ketenagakerjaan, misalnya, partisipasi perempuan dalam
angkatan kerja jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Menurut data
Badan' Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan,Tingkat partisipasi
angkatan kerja perempuan di kota makassar hanya mencapai sekitar
47,06%, sementara laki-laki sebesar 77,44%. Hal ini mencerminkan adanya
hambatan struktural yang dihadapi perempuan untuk masuk ke dunia kerja,
seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan
yang memadai, serta budaya patriarki yang masih kuat (Kadji et al., 2024).
Selain itu, tingkat akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan layanan
kesehatan yang berkualitas juga masih tertinggal dibandingkan dengan laki-

laki (Ginting & Sihura, 2020).



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Gender Inclusive
Fiscal Governance:Analisis Penganggaran Responsif Gender di Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah
dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui Bagaimana Gender ' Inclusive Fiscal Governance:Analisis
Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Makassar

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka Penelitian ini
memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Kegunaan penelitian
merujuk pada kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian, baik
dalam pengembangan - ilmu pengetahuan maupun dalam penerapan
kebijakan atau praktik di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, analisis
terhadap penganggaran responsif gender di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023 diharapkan
mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun tata kelola
fiskal yang lebih inklusif dan adil gender. Oleh karena itu, hasil penelitian

ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:



1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah
dalam bidang kebijakan publik, studi gender, dan tata kelola keuangan
daerah, khususnya mengenai implementasi gender inclusive fiscal
governance dan penganggaran responsif gender (ARG). Selain itu,
penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan
konsep dan kerangka teori mengenai integrasi perspektif gender dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi
berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan
anggaran di tingkat daerah. Bagi Pemerintah Kota Makassar, khususnya
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), hasil
penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengukur efektivitas
pelaksanaan anggaran responsif gender, sehingga program-program
yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran. dan mampu menjawab
kebutuhan perempuan dan anak secara nyata. Bagi pembuat kebijakan
dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), penelitian ini
memberikan masukan mengenai pentingnya integrasi perspektif gender
dalam setiap tahap penyusunan anggaran, guna menciptakan kebijakan
yang lebih adil dan berorientasi pada kesetaraan. Selain itu, bagi
organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi gender, hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mendorong



transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat
dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran daerah. Bagi
masyarakat umum, khususnya kelompok perempuan, penelitian ini
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang
pentingnya anggaran yang responsif gender sebagai instrumen untuk
mencapai keadilan sosial. Terakhir, bagi kalangan akademisi dan
peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi
dalam mengembangkan studi lanjutan mengenai gender dan tata kelola

keuangan daerah yang lebih inklusif.



BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literature Review

Tinjauan pustaka untuk mendukung komponen penting dari
penelitian yang membantu membangun dasar pengetahuan yang kuat,
menghubungkan penelitian yang sedang dilakukan dengan konteks yang
lebih luas dan menegaskan relevansi serta kontribusi penelitian tersebut
terhadap bidang studi yang lebih besar.

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi
tolak ukur sebuah penelitian baru. Penelitian berjudul “Gender Inclusive
Fiscal Governance:Analisis Penganggaran Responsif Gender di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun
2024” menggunakan olah data vosviewer untuk mengetahui penelitian
terdaulu sebagai referensi untuk melengkapi —serta membandingkan
informasi dan data yang ditemukan.

Vosviewer merupakan software untuk visualisasi dari penulisan-
penulisan terdahulu. Adapun metode dilalui yaitu memanfaatkan software
Publish or Perish untuk mencari referensi penulisan-penulisan terdahulu
yang relevan dengan penulisan penulis, semua referensi tersebut disimpan
berbentuk ris manager. Lanjut, data ris tersebut dimasukkan dalam

Vosviewer, secara singkat kemudian seleksi kata-kata yang penting dan



buang kata tidak penting untuk penulisan. Penulisan penulis ini
menggunakan Network Vizualisation, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Identifikasi dan Analisis Isu Penelitian
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Sumber : Diolah melalui VOSviewer, 2025

Analisis hasil olahan Josviewer dengan kata kunci Gender
responsive budgeting, inclusive fiscal governance dan gender mainstreaming
menunjukkan beberapa tema utama yang sering muncul yaitu gender
responsive budgeting, gender equality policy, public participation, dan
gender sensitive budgeting. Gender Responsive Budgeting atau
penganggaran responsif gender adalah proses penyusunan anggaran yang
mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi yang berbeda
antara perempuan dan laki-laki. Tujuan GRB bukan untuk membuat
anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan

memastikan bahwa pengeluaran pemerintah secara adil dan efektif
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menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat. GRB berfungsi sebagai
alat untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan
siklus anggaran mulai dari perencanaan, penganggaran , pelaksanaan, hingga
evaluasi. Dengan GRB, diharapkan kebijakan publik lebih inklusif dan
berkeadilan sosial, serta mempersempit kesenjangan gender di berbagai

sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial.

Gender Equality Policy atau kebijakan kesetaraan gender merujuk
pada kebijakan yang dirancang untuk menjamin hak, kesempatan, dan
perlakuan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam semua aspek
kehidupan baik di- bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.
Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam dokumen peraturan atau strategi
nasional yang mengatur pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan
pembangunan. Dalam praktiknya, kebijakan kesetaraan gender mendukung
pelaksanaan GRB dengan menyediakan landasan hukum dan kelembagaan
agar isu-isu gender diperhatikan secara sistematis di.setiap sektor dan level
pemerintahan. Public Participation' atau paitisipasi publik adalah
keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan,
perumusan kebijakan, serta pelaksanaan dan evaluasi program pemerintah.
Dalam konteks GRB, partisipasi publik sangat penting karena
memungkinkan suara kelompok rentan terutama perempuan dan kelompok
minoritas gender didengar dan diakomodasi dalam perencanaan anggaran.
Partisipasi publik mendorong transparansi, akuntabilitas, dan relevansi

program pemerintah terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Keterlibatan ini
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bisa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang),
konsultasi publik, survei warga, atau mekanisme umpan balik dalam proses

anggaran.

Gender Sensitive Budgeting atau penganggaran sensitif gender
adalah pendekatan untuk mengkaji dan menyusun anggaran yang
mempertimbangkan perbedaan kebutuhan serta dampak kebijakan terhadap
laki-laki dan perempuan. Konsep ini merupakan bagian dari GRB, namun
lebih fokus pada kesadaran dan kepekaan terhadap isu gender dalam setiap
alokasi dan penggunaan dana publik. Penganggaran sensitif gender menilai
apakah_kebijakan anggaran akan memperkuat atau malah memperlebar
ketimpangan gender. Oleh karena itu, pendekatan ini sering digunakan untuk
menganalisis program-program pemerintah, misalnya apakah program
subsidi pendidikan lebih banyak menjangkau anak perempuan atau apakah

layanan keschatan memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan.

Klaster pertama (merah) menitikberatkan pada konsep inti gender
responsive budgeting (GRB) dan keterkaitannya dengan partisipasi publik
serta manfaat kebijakan tersebut. Istilah seperti GRB, public participation,
dan benefit menunjukkan bahwa pendekatan GRB tidak hanya berorientasi
pada teknis anggaran, tetapi juga menekankan pada inklusi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan serta manfaat sosial yang dihasilkan.
Klaster ini mencerminkan pentingnya pengarusutamaan gender dalam proses

anggaran dengan melibatkan publik secara aktif.
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Klaster kedua (hijau) berfokus pada hubungan antara gender
budgeting dan performa layanan publik. Dengan kata kunci seperti
performance, increase, public, dan automation, klaster ini menunjukkan
bahwa GRB memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja sektor publik.
Inisiasi penggunaan teknologi atau otomasi dalam anggaran berbasis gender
juga menjadi sorotan penting dalam klaster ini. Hal ini mengindikasikan
bahwa transformasi digital dapat mendukung penganggaran yang lebih

efisien dan inklusif.

Klaster ketiga (biru tua) menyoroti peran negara dan kebijakan
kesetaraan gender dalam proses anggaran. Dengan kata kunci seperti gender
equality policy, state, dan budget process, klaster ini menekankan
pentingnya dukungan politik dan kebijakan formal dari negara untuk
menjamin integrasi isu gender ke dalam siklus anggaran. Proses
penganggaran publik menjadi wadah strategis untuk memastikan tercapainya

tujuan keadilan gender melalui regulasi dan kebijakan.

klaster keempat (ungu) berkaitan dengan nilai-nilai inklusivitas
dalam penganggaran. Istilah seperti gender sensitive budgeting dan gender
inclusiveness mengindikasikan bahwa pendekatan yang peka terhadap
perbedaan gender merupakan dasar dalam menyusun anggaran yang adil.
Klaster ini lebih bersifat normatif dan menunjukkan bahwa inklusi gender
bukan hanya strategi teknis, tetapi prinsip keadilan sosial. Klaster kelima
(kuning) menekankan pada dampak dari GRB dalam pengambilan

keputusan, khususnya pada level pemerintah daerah. Dengan kata kunci
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seperti impact, decision making, dan local government, klaster ini
menunjukkan bahwa kebijakan GRB memiliki kontribusi penting dalam
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik dan memperkuat tata

kelola lokal yang sensitif terhadap gender.

B. Kerangka Teori

1. Good Governance

Secara sederhana, Good Governance diterjemahkan sebagai
pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan kata
“baik” disini adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar good governance. Sebagian kalangan mengartikan
good governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan
meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustainabilitas
demokrasi itu sendiri. Istilah Good Governance seringkali dipahami
sebagai  “penyelenggaraan pemerintah / kepemerintahan / tata
pemerintahan yang baik™.

Pemerintahan yang baik atau good governance merupakan
konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau
tingkah = laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau
memepengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai good
dalam kehidupan sehari-hari(Nurhidayat, 2023). Pengertian good
governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata,
tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non

pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (clean
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government) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur,
transparan, dan bertanggung jawab.Suatu pemerintahan dapat dikatakan
baik apabila produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator
kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli,
maupun kesejahtraan spriritualitasnya.

Good Governance mulai muncul di Indonesia setelah era
reformasi. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan
yang muncul Tuntutan pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai
pusat kekuasaan. sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari
lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik, dan juga
tersumbatnya control social -~ yang berasal dari partisipasi
masyarakat(Handayani & Nur, 2019). Namun pada kenyataannya,
hingga saat ini pun masih belum menemukan pemaham yang baik
mengenai apa itu good governance sehingga dalam implementasinya,
konsep ini belum dapat berjalan dengan baik. Pemerintahpun mulai
mempunyai- komiten untuk menjadikan good governance sebagai
landasan atau pondasi nilai pemerintahan.

Prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan faktor penting
dalam mewujudkan sistem yang lebih baik, berdasarkan hal tersebut
maka penulis sajikan data berdasarkan 6 prinsip tata pemerintahann
yang baik yakni akuntabilitas, transparansi,penegakan hukum,

kesetaraan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi.
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a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemenang amanah
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan ,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah
(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas bukan hanya dilakukan
secara vertical, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada
otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit
kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, tetapi dilakukan juga secara
horizontal, dimana pertanggungjawaban ~di lakukan kepada

masyarakat yang lebih luas.

b. Transparansi

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-
luasnya tentang keuangan. Transaparansi atau bias diartikan dengan
keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses
informasi  kepada  masyarakat terkait dengan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua
warga masyarakat dengan memperhatinkan pada
ketentuanketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat

update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan
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dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara
pemerintah dengan public dimana pemerintah harus memberi
informasi akurat bagi public yang membutuhkan, terutama
informasi handal yang berkaitan dengan masalah hokum, peraturan,
dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya
mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi
yang relevan, adanya  peraturan yang mengatur kewajiban
pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta
menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi

kebijakan yang dihasilkan pemerintah.

Penegakan Hukum

Hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan
keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat haruslah bersifat tidak
memihak, adil, dan konsisten. Hukum harus diberlakukan tanpa
pandang bulu, tidak melihat pada jabatan, materi, dan kekerabatan.
Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan
kepastian hokum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain
dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga-lembaga
yang bertugas menegakkan hokum menurut proporsi ruang lingkup
masing-masing, serta didasarkan atas system kerjasama yang baik

dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.
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d. Kesetaraan

Pada prinsip kesetaraan sudah baik dengan memberikan
perlakuan yang sama atau tidak membedabedakan status sosial, serta
suku dari masyarakat telah dilakukan oleh aparatur pemerintahan
baik di pusat ataupun di daerah. Karena semua pada hakekatnya
sama dimata hokum, dan juga mampu berperan serta berpartisipasi
baik dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik,
juga dalam hokum, bidang ekonomi, serta sosial dan budaya.
Seluruh warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dimata
hukum dan-untuk mencapai kesejahteraannya. Prinsip kesetaraan
akan .memacu dampat keadilan dan pembangunan ekonomi yang
stabil, karena semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama
untuk melakukan pengembangan diri tanpa adanya intervensi dari

pihak manapun.

e. Daya Tanggap

Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:198) mengungkapkan
bahwa daya tanggap (responsiveness) adalah berkenaan dengan
kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para
pelanggan  dan  merespon  permintaan  mereka,  serta
menginformasiakan kapan saja, akan diberikan dan kemudian

memberikan jasa secara cepat.
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f.  Efektivitas dan Efisiensi

Menurut Prasetyo Budi Saksono (2009:12) mengungkapkan
bahwa efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output
(keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah
input (masukan) Berbagai konsep yang membahas efektivitas
kinerja menunjukan hasil yang dicapai dalam arti bahwa efektivitas
kerja adalah suatu kegiatan yang diukur besar kecilnya penyesuaian
antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan

hasil yang baik.

2. Gender dan Pembangunan

Gender adalah variabel kompleks yang merupakan bagian dari
konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. Gender juga relevan bagi
kerja “gerakan masyarakat sipil. Gender adalah® perbedaan yang
dikonstruksi - secara sosial antara laki-laki dan perempuan,
sedangkan jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-
laki dan perempuan(Afif et al., 2020). Karena terkonstruksi secara
sosial, perbedaan gender tergantung pada usia, status perkawinan,
agama, etnik, budaya, ras, kelas/kasta dan seterusnya. Perbedaan jenis

kelamin tidak banyak tergantung pada variabel-variabel tersebut.

Gender dan pembangunan adalah bidang penelitian dan studi
terapan interdisipliner yang menerapkan pendekatan feminis untuk

memahami dan menangani dampak yang berbeda yang ditimbulkan
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oleh pembangunan  ekonomi dan globalisasi terhadap ~ masyarakat
berdasarkan lokasi, gender, latar belakang kelas, dan identitas sosial-
politik lainnya(Sadli, 2010). Pendekatan ekonomi yang ketat terhadap
pembangunan memandang pembangunan suatu negara dalam istilah
kuantitatif seperti penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, dan
lapangan kerja yang tinggi-yang semuanya bertujuan untuk
meningkatkan 'kesejahteraan ekonomi' suatu negara dan kualitas hidup

rakyatnya selanjutnya.

Dalam hal pembangunan ekonomi, kualitas hidup didefinisikan
sebagai akses terhadap hak dan sumber daya yang diperlukan termasuk
tetapi tidak terbatas pada pendidikan yang berkualitas, fasilitas medis,
perumahan yang terjangkau, lingkungan yang bersih, dan tingkat
kejahatan yang rendah. Gender dan pembangunan mempertimbangkan
banyak = dari - faktor-faktor yang sama ini; namun, gender dan
pembangunan menekankan upaya untuk memahami betapa beraneka
ragamnya isu-isu ini dalam konteks budaya, pemerintahan, dan

globalisasi yang saling terkait.

. Teori Penganggaran Responsif Gender

Penganggaran responsif gender (GRB) merupakan pendekatan
pengelolaan anggaran yang mempertimbangkan perspektif gender
dalam proses perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan evaluasi
anggaran publik (Hastuti, 2010). Tujuan GRB adalah untuk memastikan

bahwa sumber daya yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga
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digunakan secara adil dan tepat, dengan mempertimbangkan perbedaan
kebutuhan, peran dan kontribusi perempuan dan laki-laki (Rimbawan &
Nurhaeni, 2023). Penganggaran yang setara gender tidak berarti
membuat anggaran terpisah untuk perempuan dan laki-laki, melainkan
menyesuaikan anggaran yang ada agar dapat merespons kebutuhan
gender dengan lebih baik (Erowati et al., 2023). Teori ini menyatakan
bahwa setiap kebijakan moneter berdampak berbeda terhadap
perempuan dan laki-laki, mengingat perbedaan peran sosial, ekonomi,
dan budaya kedua kelompok tersebut.
Adapun_ prinsip-prinsip Anggaran responsif gender adalah
sebagai berikut :
a. Kesetaraan Gender
GRB berfokus pada pengembangan anggaran yang memastikan
bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang sama
darikebijakan dan program pemerintah.
b. Transparansi dan Akuntabilitas
Anggaran publik harus dikembangkan secara transparan,
mempertimbangkan kebutuhan spesifik gender, dan dapat
dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
c. Partisipasi
Partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan
anggaran sangat penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan

keduanya.
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Alokasi anggaran responsif gender adalahbelanjapemerintah
yang merespon kebutuhan gender sehingga memiliki dampak bagi
kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Budlender(2002: 53-54) ada

tiga kategori untuk menilai belanja pemerintah, sebagai berikut:

1) Anggaran untuk kebutuhan spesifik gender
2) Alokasi anggaran untuk kesetaraan kesempatan kerja
3) Alokasi umum yang dianalisis dampaknya berdasarkanperspektif

gender

. Inklusi Sosial

Inklusi sosial adalah suatu proses yang memastikan bahwa setiap
individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk
berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik,
dan budaya dalam masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk
menghilangkan hambatan struktural, sosial,  atau budaya yang
menyebabkan diskriminasi, marginalisasi, dan ketidaksetaraan. Inklusi
sosial menjadi sangat penting dalam masyarakat yang majemuk dan
memiliki ketimpangan: akses terhadap sumber daya, terutama bagi
kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas,
masyarakat miskin, dan minoritas.

Inklusi sosial merupakan elemen penting dalam tata kelola
pemerintahan yang berkeadilan dan partisipatif ((Ra’is, 2018). Inklusi
sosial mencerminkan sejauh mana pemerintah memperhatikan

kelompok rentan dan memastikan mereka tidak tertinggal dalam proses
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pembangunan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan
masyarakat miskin. Penerapan prinsip inklusi sosial dalam
penganggaran responsif gender bertujuan untuk menghapus
kesenjangan akses terhadap sumber daya dan layanan publik.
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (DPPPA) memiliki tanggung jawab besar dalam
memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang benar-benar
merespons kebutuhan riil kelompok perempuan dan anak, tidak hanya
sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan program.

C. Kerangka Pikir

Menurut Creswell 2009 kerangka kerja ialah model konseptual yang
menggambarkan hubungan antara konsep-konsep kunci atau variabel suatu
penelitian. Kerangka terstruktur yang dapat diikuti-oleh peneliti dalam
proses pengumpulan dan analisis data, sehingga memperoleh pemahaman

yang lebih mendalam terhadap fenomena yang akan diteliti.
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir dengan konsep penganggaran responsif

gender oleh Budlender(2002: 53-54)
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D. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus Penganggaran Responsif Gender di
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Petlindungan Anak Kota Makassar

Tahun 2024 dengan 3 indikator yaitu:

1. Gender Specific Expenditures (Spesifik Gender)
2. Expenditure that Promote Gender Equity within the Public Services
(Affirmative) (Kesetaraan Gender)

3. General or Mainstream Expenditures (Mainstream Gender)
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E. Deskripsi Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan utuk menganalisis Penganggaran Responsif

Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Makassar Tahun 2024.

1.

Gender Specific Expenditures (Spesifik Gender), merupakan alokasi
untuk program dengan target yang spesifik (perempuan, laki-laki, anak
perempuan atau anak laki-laki) untuk memenuhi kebutuhan khususnya.
Expenditure that Promote Gender Equity within the Public Services
(Affirmative). (Kesetaraan = Gender), yaitu pengeluaran untuk
mewujudkan - kesempatan - kerja vang ‘setara antara laki-laki dan
perempuan terutama dalam lingkungan pemerintah atau dunia kerja
lainnya.

General or Mainstream Expenditures (Mainstream Gender), belanja
atau alokasi anggaran umum yang menjamin agar pelayanan publik
dapat diperoleh dan dinikmati oleh semua anggota masyarakat (laki-laki

dan perempuan).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak di Kota Makassar, di laksanakan kurang lebih 2-4 bulan
setelah adanya izin penelitian dari pihak fakultas ilmu sosial dan ilmu
politik.pemilihan waktu tersebut merupakan rentan waktu yang efektif
untuk mencari danmengumpulkan data yang sesuai dengan topik riset.
peneliti-harus selalu mempertimbangkan konsistensi sepanjang waktu
penelitian,agar data yang dicari dan dikumpulkan tidak kehilangan

konteks.

B. Jenis dan tipe Penelitian

Jenis penclitian ini adalah kualitatif, Penelitian ini berfokus pada
pemahaman mendalam mengenai praktik pengarusutamaan gender di
DP3A Kota Makassar, dengan tujuan untuk menggali pengalaman,
pandangan, dan tantangan yang dihadapi dalam perencanaan dan
penganggaran responsif gender. Metode pengumpulan data, seperti
wawancara mendalam dan observasi, menjadi karakteristik khas dari
penelitian kualitatif ini.

Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif, yang
bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengarusutamaan gender

diimplementasikan dalam konteks tersebut. Dengan melakukan analisis
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terhadap praktik yang ada, penelitian ini memberikan gambaran jelas
mengenai situasi saat ini dan tantangan yang dihadapi.

Selain itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk fokus pada
DP3A Kota Makassar sebagai objek kajian, memungkinkan peneliti untuk
mendalami konteks spesifik dan mendapatkan pemahaman yang lebih rinci

mengenai pengarusutamaan gender dalam konteks lokal.

. Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan
pengamatan secara langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Makassar dan juga melakukan wawancara
langsung dengan pimpinan dan staf yang berkaitan dengan data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang
berupa dokumen-dokumen dan buku literature serta laporan tertulis dari

pihak kantor yang memiliki hubungan dengan penulisan penelitian ini.

. Informan Penelitian

Informan adalah individu atau kelompok yang membrikan informasi
atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian (Septikasari,2018).
Mereka dipilih berdasarkan pekerjaan, pengalaman atau pengetahuan terkait

topik penelitian.
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Tabel 3.1 Data Informan

No Nama Informan Jabatan

1 | Yusri Jabir,S.E.,M.Si Sekretaris Dinas  Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Makassar

2 | Hj.Tarbiany,S.E Kepala bidang Kualitas Hidup

Perempuan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Makassar

3 | Sitti Soaleha.M;S.E Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Pelaporan = Dinas  Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Makassar

4 | Ikra Divisi Media dan Publikasi YASMIB
SULSEL

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan
peneliti untuk mendapatkan informasi, fakta, atau data yang relevan dengan
penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk
memberikan hasil penelitian yang valid dan signifikan. Dalam memilih
subjek atau memnentukan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling
berdasarkan tujuan berupa purposive sampling. Purposive sampling adalah
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2018).

Pemilihan teknik purposive sampling bagi peneliti merupakan guna untuk
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menetapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu serta kriteria-kriteria

yang harus terpenuhi dalam pengambilan sampel-sampel dalam penelitian.

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian merupakan suatu metode
pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti
dan responden yang bertujuan untuk mengetahui informasi mendalam
mengenai topik tertentu (Marinu W, 2023). Melalui wawancara
medalam ini, peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan
mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatp muka langsung
dengan infornian, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap
dengan topik Gender Inclusive Fiscal Governance:Analisis
Penganggaran Responsif Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2023.

2. 'Observasi

Observasi dalam penelitian adalah suatu metode pengumpulan
data dimana peneliti mengamati secara langsung keadaan atau perilaku
yang menjadi fokus penelitian di lingkungannya. Dalam observasi,
peneliti berperan sebagal pengamat yang mencatat peristiwa, cara
pelaksanaannya, dan interaksi antara orang atau kelompok dalam
konteks tertentu. Teknik ini sangat berguna untuk memahami motivasi
dan perilaku kompleks yang mungkin tidak terlihat melalui wawancara.
Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan kerja dinas terkait

untuk melihat praktik pelaksanaan program yang telah dirancang
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dengan pendekatan penganggaran responsif gender. Teknik ini berguna
untuk mendukung data dari wawancara dan dokumentasi serta

memberikan gambaran nyata terkait implementasi kebijakan.

3. Dokumentsi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang
melibatkan penelitian dan analisis dokumen tertulis atau berbagai
catatan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen
tersebut dapat berupa catatan resmi, laporan, undang-undang, laporan,
dokumen, buku, serta materi visual seperti foto dan video. Teks
digunakan untuk memperoleh informasi sejarah, fakta, data statistik,
serta pengamatan atau pedoman yang tclah dilestarikan dalam bentuk
tertulis atau rekaman. Dokumentasi yang berupa foto atau gambar yang
berhubungan dengan penelitian, dengan dokumentasi dapat membantu

peneliti menyelaraskan antara kesesuaian data dengan kenyataannya.

F. Teknik analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan, interpretasi dan penarikan
kesimpulan dari data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Tujuannya
adalah untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau temuan yang dapat
menjawab pertanyaan penelitian atau mendukung hipotesis. Dalam proses
ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti survei, wawancara,
observasi, atau dokumen disusun, diolah, dan dianalisis dengan
menggunakan metode yang sesuai tentang sifat dan tujuan penelitian

menurut Miles dan Huberman (M. Sobry & Prosmala Hadisaputra, 2020).



30

Reduksi Dara

Miles dan Huberman mendefinisikan reduksi data sebagai
proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, penggalian dan
transformasi data yang diperoleh dari wawancara lapangan atau
transkrip wawancara. Reduksi data dilakukan sepanjang penelitian, dari
awal sampai akhir. Artinya, peneliti masih memilah data mana yang
relevan dan mana yang tidak, agar lebih terorganisir dan mudah
dikelola.

Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data.
Menurut. Miles dan Huberman, penyajian data adalah kumpulan
informasi terorganisir yang memungkinkan peneliti mengambil
keputusan dan mengambil tindakan. Penyajian data dalam penelitian
kualitatif seringkali melibatkan teks, diagram, grafik atau matriks yang

membantu peneliti memahami pola dan hubungan dalam data.

Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dan
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada titik ini,
peneliti mulai menemukan makna dari data yang disajikan,
mengidentifikasi pola, tema dan hubungan. Hasil yang pertama dapat
diperoleh sejak awal penelitian, namun harus dipastikan dengan melihat

kembali datanya agar hasilnya benar dan konsisten dengan seluruh data.
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G. Teknik Keabsahan Data

Pengabsahan data merujuk pada proses untuk memastikan bahwa
data yang dikumpulkan mengenai pengarusutamaan gender dan
perencanaan serta penganggaran responsif gender adalah akurat, valid, dan

dapat dipercaya.

1. Triangulasi waktu, menganalisis data pada beberapa titik waktu
berbeda untuk melihat perubahan, perkembangan atau pola.

2. Triangulasi sumber, mengumpulkan data dari beberapa sumber
berbeda untuk memvalidasi informasi.

3. Triangulasi tempat, mengumpulkan data dari berbagai lokasi atau

tempat berbeda untuk membandingkan hasil.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1.

Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang
terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung
Pandang, terletak antara 119°24°17°38” Bujur Timur dan 5°8°6’19”
Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten
Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten
Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar
memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan
kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar
tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim
sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C
sampai dengan 29°C.

Kota Makassar ‘adalah kota yang terletak dekat dengan pantai
yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal
sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai
(Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang
kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan
hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter

dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar
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sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat
turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15
kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada
tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan
Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung
Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan

Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

a. Batas Utara: Kabupaten Matos
b. Batas Timur: Kabupaten Maros
c. Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
d. Batas Barat: Selat Makassar

Jumlah penduduk di Kota Makassar tercatat sebanyak 1.474.393
jiwa pada tahun 2023. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk mengalami
kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun, selama lima tahun
terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) jumlah penduduk di
wilayah ini tercatat turun sebesar 0,65%. Pertumbuhan ini lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan lima tahun sebelumnya
yang mencapai 1,08%.

Berikut adalah jumlah penduduk menurut kelompok umur dan

jenis kelamin Kota Makassar pada juni 2023



Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Kelompok | Penduduk Penduduk Penduduk (Laki-
umur (laki-laki) (Perempuan) laki+Perempuan)
Ribu Ribu Ribu

0-4 54.829,0 51.083,0 105.912,0
5-9 67.985,0 63.006,0 130.991,0
10-14 69.205,0 64.328,0 133.533,0
15-19 69.761,0 65.412,0 135.173,0
20-24 66.255,0 63.663,0 129.918,0
25-29 60.180,0 59.573,0 119.753,0
30-34 58.701,0 58.098,0 116.799,0
35-39 54.472,0 54.408,0 108.880,0
40-44 51.440,0 54.365,0 105.805,0
45-49 44.230,0 47.800,0 92.030,0
50-54 40.524.,0 44.615,0 85.139,0
55-59 31.946,0 36.620,0 68.566,0
60-64 24.361,0 28:204,0 52.565,0
65-69 16.951.,0 19.874,0 36.825,0
70-74 10.316,0 13.382,0 23.698,0
75+ 11.235,0 17.571,0 28.806,0
Jumlah 732.391,0 742.002,0 1.474.393,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota makassar
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Berdasarkan data dalam tabel, jumlah penduduk perempuan
secara keseluruhan adalah 742.002 ribu jiwa, sedangkan jumlah
penduduk laki-laki adalah 732.391 ribu jiwa. Ini menunjukkan bahwa
perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan selisih sekitar
9.611 ribu jiwa atau 1,31% lebih banyak. Meskipun perbedaan ini tidak
terlalu besar secara total, jika dilihat per kelompok umur, terdapat pola
menarik yang mencerminkan dinamika demografi antara laki-laki dan

perempuan.

. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Makassar

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DPPPA) Kota Makassar merupakan salah satu perangkat daerah yang
dibentuk untuk menangani urusan wajib pemerintah daerah dalam
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pembentukan dinas
ini bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, seperti
kesenjangan gender, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan
dan anak, serta upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam

pembangunan di Kota Makassar.

Landasan hukum pembentukan DPPPA berakar pada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
mengatur bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

merupakan salah satu urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar
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tetapi tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Selain itu, dasar
hukum lainnya adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta
Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016, yang secara
khusus mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja DPPPA.
DPPPA juga merujuk pada beberapa regulasi nasional, seperti

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Penghapusan Segala - Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(CEDAW), yang memperkuat komitmen Indonesia dalam mendorong
kesetaraan gender. Regulasi lainnya yang mendukung tugas dinas ini
adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002, yang menegaskan bahwa anak harus mendapatkan
perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan
yang merugikan. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
menjadi pedoman penting dalam memastikan kesetaraan gender di
berbagai sektor pembangunan.
a. Visi dan Misi

Visi “Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam

segala aspek kehidupan menuju kota dunia.”

Misi “Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam

berbagai bidang,Meningkatkan kualitas kelembagaan



pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan
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anak dan

Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam

pembangunan.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menentukan

bagaimana tugas-tugas, tanggung jawab, dan otoritas didistribusikan

di dalam suatu organisas.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Kepala Dinas
Achi Soleman,S.STP..M.Si

Sekretariat

Yusri Jabir,S.E.,M.Si

Sub Bagian Umum &
Kepegawaian

Musmualim,S.E

Sub Bagian
Perencanaan &
Pelaporan

Sitti Soaleha M,S.E

Sub Bagian
Keuangan

Nurhamni
Hasan.,sh.Mh

Bidang Kualitas
Hidup Perempuan

Hj.Tatbiany,S.E

Bidang Data

& Informasi

Bidang Bidang
Perlindungan Pemenuhan Hak
Permpuan & Perlindungan
) Anak
Hapidah
Djalante.,S.IP

UPT PPA
Muslimin, S.Pd.i
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Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan

1.

Kepala  Dinas  bertugas = memimpin, merencanakan,
mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Sekretaris  bertugas. Membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan,
keuangan, kepegawaian, perlengkapan, tata usaha, dan urusan
rumah tangga dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepcgawaian dipimpin oleh kepala sub
bagian yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi
umum, tata wusaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan
kepegawaian di lingkungan dinas.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh kepala
sub ‘bagian yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana
program/kegiatan, pengelolaan anggaran, serta monitoring,
evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang
bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan dinas, mulai dari

perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga
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penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh kepala bidang
yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan,
program, dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas hidup
perempuan di berbagai sektor kehidupan, serta mendorong
kesetaraan dan keadilan gender.

. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dipimpin oleh
kepala bidang yang bertugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak-hak
anak serta perlindungan anak dari’ kekerasan, diskriminasi,
eksploitasi, dan penelantaran.

. Bidang Perlindungan perempuan dipimpin oleh kepala bidang
yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta program perlindungan . terhadap perempuan,
khususnya dari tindak kekerasan, diskriminasi, perdagangan
orang, dan pelanggaran hak-hak dasar lainnya.

Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh kepala bidang yang
bertugas mengelola data dan informasi terkait pemberdayaan
perempuan serta perlindungan anak secara sistematis, akurat,
dan Dberkelanjutan sebagai dasar perumusan kebijakan,
perencanaan program, serta pelaporan dan evaluasi kinerja

dinas.
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10. UPT PPA adalah unit teknis pelaksana di bawah Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
memiliki  tugas khusus dalam memberikan layanan
perlindungan, penanganan, dan pendampingan terhadap
perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau

pelanggaran hak-hak lainnya.

B. Hasil Penelitian tentang Gender Inclusive Fiscal Governance:Analisis
Penganggaran Responsif Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Makassar

1. Gender Specific Expenditures (Spesifik Gender)

Gender Specific Expenditures atau belanja spesifik gender
merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka Gender Responsive
Budgeting (GRB), yaitu pendekatan penganggaran yang bertujuan untuk
memastikan bahwa belanja publik tidak bersifat netral gender,
melainkan responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman berbeda

antara laki-laki dan perempuan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan terkait program/kegiatan yang dirancang

telah mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki.

“.dalam merancang program dan kegiatan di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)
Kota  Makassar, kami sudah  berupaya untuk
mempertimbangkan kebutuhan spesifik antara perempuan
dan laki-laki. Hal ini kami lakukan dengan pendekatan
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pengarusutamaan gender (PUG) yang telah menjadi bagian
dari kebijakan kami, termasuk dalam proses penyusunan
Renstra, RKPD, dan RKA setiap tahun” (wawancara dengan
SS pada tanggal 17 April 2025)

Belanja spesifik gender didefinisikan sebagai alokasi anggaran
yang secara langsung ditujukan untuk menangani persoalan-persoalan
yang khas dialami oleh kelompok tertentu berdasarkan gender, terutama
perempuan yang selama ini mengalami ketimpangan struktural,
diskriminasi sosial, serta Keterbatasan dalam mengakses sumber daya
dan layanan publik. Program-program dalam kategori ini dirancang
secara eksplisit dan afirmatif, dengan tujuan menghapus kesenjangan

historis yang tclah mengakar'dalam sistem sosial dan pemerintahan.

Lebih lanjut beliau mengatakan

“.Kami menggunakan data terpilah berdasarkan jenis
kelamin dan usia untuk mengidentifikasi permasalahan yang
berbeda antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hal
kekerasan berbasis gender, akses terhadap layanan kesehatan
dan pendidikan, hingga partisipasi perempuan dalam
pengambilan  keputusan” (wawancara dengan SS pada
tanggal 17 April 2025)

Jenis belanja ini inencakup berbagai program dan kegiatan yang
diarahkan secara khusus kepada kelompok perempuan, misalnya
program perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT), penyediaan layanan kesehatan reproduksi, pelatihan
kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga, rehabilitasi korban
perdagangan orang, hingga pendidikan politik dan kepemimpinan

perempuan. Belanja ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk
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perlindungan, tetapi juga untuk memberdayakan perempuan agar dapat

berperan lebih aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.

“..Kami akui bahwa penggunaan data terpilah ini masih terus
kami kembangkan, karena belum semua data dari OPD lain
tersedia dalam format terpilah. Oleh karena itu, kami juga
mendorong lintas sektor, terutama Dinas Kesehatan,
Pendidikan, dan Sosial, untuk ikut menyusun dan
menyediakan data terpilah agar perencanaan berbasis gender
bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan akurat.

Dengan kata lain, belanja spesifik gender berperan strategis
dalam mewujudkan keadilan substantif, yakni kondisi di mana
perempuan dan laki-laki tidak hanya memiliki hak yang sama secara
hukum, tetapi juga peluang dan hasil yang setara dalam kehidupan

nyata.

Di tingkat daerah, termasuk di Kota Makassar, implementasi
belanja spesifik gender sebagian besar dikoordinasikan melalui Dinas
Pemberdayaan < Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
Berdasarkan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun 2023, tercatat
bahwa program perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan menjadi dua bentuk belanja spesifik

gender yang cukup menonjol.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kualitas

Hidup Perempuan terkait implementasi belanja spesifik gender.

“..Belanja spesifik gender memang menjadi salah satu fokus
kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Makassar. Kami menyadari bahwa perempuan,
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terutama yang berada dalam kondisi rentan seperti korban
kekerasan, perempuan kepala keluarga, atau penyintas
perdagangan orang, memiliki kebutuhan yang sangat khas
dan tidak bisa disamakan dengan kelompok lain. Karena itu,
kami menyusun beberapa program yang benar-benar
ditujukan untuk menjawab persoalan tersebut” (wawancara
dengan HT pada tanggal 12 Mei 2025)

Program-program ini meliputi layanan pendampingan bagi
korban kekerasan, edukasi hukum dan sosial, penyediaan ruang aman,
hingga pelatihan keterampilan ekonomi bagi perempuan rentan.
Meskipun telah ada alokasi anggaran, proporsi belanja spesifik gender
terhadap total anggaran daerah masih sangat kecil, yaitu sekitar 0,06%
dari total ‘belanja Kota Makassar sebesar Rp5,26 triliun. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun komitmen sudah mulai terlihat,
dukungan fiskal terhadap isu gender masih belum menjadi prioritas

utama dalam struktur pengeluaran daerah.

Lebih lanjut beliau mengatakan

“ Namun, kami juga tidak menutup mata bahwa
pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan.
Salah satunya adalah keterbatasan anggaran, sehingga
cakupan program belum bisa menjangkau seluruh kelompok
perempuan yang membutuhkan. Selain itu, partisipasi
perempuan dalam menyuarakan kebutuhannya juga masih
perlu didorong lebih kuat, karena sebagian dari mereka
masih ragu atau belum percaya diri untuk menyampaikan
pendapatnya dalam forum publik” (wawancara dengan HT
pada tanggal 12 Mei 2025)
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Tantangan dalam implementasi belanja spesifik gender masih
cukup signifikan. Salah satu yang paling menonjol adalah rendahnya
pemahaman sebagian besar OPD terhadap pentingnya membedakan
program umum dan program berbasis gender. Banyak instansi masih
menganggap bahwa isu gender hanya menjadi tanggung jawab DPPPA,
padahal kebutuhan perempuan menyentuh berbagai sektor lain seperti
pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, dan bahkan infrastruktur.
Selain itu, ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin masih
terbatas, sehingga menyulitkan analisis kebutuhan yang tepat sasaran.
Kurangnya kapasitas perencana dan pelaksana program dalam
memahami ‘dan menerapkan analisis gender juga menjadi kendala

tersendiri dalam menyusun anggaran yang benar-benar responsif.

Gender Specific Expenditures memainkan peran penting dalam
mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, karena ia secara
langsung ~ menyasar kelompok yang < paling terdampak oleh
ketimpangan. ~ Keberadaannya mencerminkan kepedulian negara
terhadap keadilan sosial dan kesetaraan gender, yang merupakan
fondasi dari pembangunan berkelanjutan. Namun agar program-
program ini tidak berhenti pada simbol dan formalitas, maka diperlukan
penguatan dari sisi regulasi, perencanaan berbasis data, kapasitas
kelembagaan, dan komitmen politik yang konsisten, baik di tingkat

lokal maupun nasional.
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2. Expenditure that Promote Gender Equity within the Public Services

(Affirmative) (Kesetaraan Gender)

Expenditures that Promote Gender Equity within the Public
Services, atau yang dikenal sebagai belanja afirmatif untuk kesetaraan
gender, adalah bentuk pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk
mengurangi kesenjangan akses dan manfaat terhadap layanan publik
antara perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan gender specific
expenditures yang menyasar kelompok tertentu secara langsung (seperti
perempuan korban kekerasan), belanja afirmatif lebih menekankan pada
upaya pemerintah untuk memastikan ~semua kelompok gender
mendapatkan perlakuan yang setara dalam mengakses pelayanan publik,
terutama dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan,

pekerjaan, dan perlindungan sosial.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kualitas Hidup
Perempuan terkait Apakah perempuan memiliki-akses dan kontrol yang

sama terhadap program pemberdayaan dan perlindungan.

“.kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Makassar berkomitmen untuk
memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan kontrol
yang setara terhadap program-program yang kami
laksanakan, baik dalam bidang pemberdayaan maupun
perlindungan. Kami menyadari bahwa perempuan
merupakan kelompok yang sangat penting dalam
pembangunan, namun masih menghadapi berbagai
hambatan sosial, ekonomi, dan budaya yang membuat akses
mereka terhadap layanan publik seringkali tidak optimal”
(wawancara dengan HT pada tanggal 12 Mei 2025)
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Belanja afirmatif mencerminkan pendekatan pemerintah yang
tidak sekadar menetapkan "kesamaan perlakuan", tetapi juga
menyediakan perlakuan berbeda yang adil bagi kelompok yang
memang mengalami ketimpangan akibat kondisi sosial, budaya,
ekonomi, atau geografis. Program dalam kategori ini biasanya
melibatkan intervensi berbasis kebutuhan yang bertujuan memberikan
kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk
berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat dari
kebijakan publik. Contohnya termasuk pelatihan vokasional bagi
perempuan pencari - kerja, layanan  kesehatan. reproduksi yang
terjangkan, < pendidikan kesetaraan = gender di sekolah, program
pencegahan stunting berbasis keluarga, serta ruang partisipasi

perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik.

Di tingkat daerah, khususnya di Kota Makassar, bentuk belanja
afirmatif dapat ditemui dalam sejumlah program yang dilaksanakan
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DPPPA). Berdasarkan - Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,
DPPPA mengalokasikan anggaran untuk beberapa program yang secara
langsung mendorong kesetaraan akses terhadap pelayanan publik, di
antaranya adalah Program Perlindungan Khusus Anak, Program
Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Peningkatan Kualitas
Keluarga. Program-program ini tidak hanya menyasar perempuan dan

anak sebagai kelompok rentan, tetapi juga melibatkan laki-laki dalam
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kampanye dan pelatihan tentang peran ayah dalam pengasuhan,
penguatan ketahanan keluarga, dan pelibatan masyarakat dalam

menciptakan lingkungan ramah anak dan bebas kekerasan.

“.Keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan dan
pengalokasian anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar sudah
mulai kami dorong dan tingkatkan, terutama melalui
pendekatan  partisipatif ~dalam proses perencanaan
pembangunan.

Total alokasi anggaran untuk belanja afirmatif ini mencapai
sekitar 37,9% dari total anggaran DPPPA tahun 2023, yang
menunjukkan adanya Komitmen terhadap pencapaian layanan publik
yang lebih setara. meskipun telah terdapat upaya afirmatif, tantangan
implementasi masth cukup besar. Salah satunya adalah kurangnya
integrasi kesetaraan gender dalam OPD selain DPPPA. Padahal
pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh
OPD lain merupakan ruang utama di mana kesenjangan gender terjadi

dan bisa diatasi.

Hasil wawancara  peneliti © dengan  Sekretaris Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
terkait minimnya integrasi isu kesetaraan gender di OPD selain DPPPA,

khususnya di sektor layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

“.Memang betul, salah satu tantangan utama dalam
penerapan penganggaran responsif gender di daerah adalah
belum terintegrasinya perspektif kesetaraan gender di luar
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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(DPPPA). Padahal, sektor-sektor seperti pendidikan,
kesehatan, dan ketenagakerjaan justru merupakan wilayah
utama di mana ketimpangan gender banyak terjadi, dan
seharusnya menjadi ruang intervensi lintas
sektor(Wawancara dengan YJ pada tanggal 6 Mei 2025)

Selain itu, pemahaman mengenai konsep keadilan gender di
kalangan perencana anggaran dan pelaksana kegiatan juga belum
merata, sehingga banyak program publik masih menggunakan
pendekatan yang netral gender tanpa memperhitungkan kebutuhan dan

hambatan berbeda yang dihadapi perempuan dan laki-laki. Hal ini

menyebabkan potensi terjadinya bias kebijakan yang tidak disadari.

Lebih lanjut beliau mengatakan

“..Kami di DPPPA terus mendorong agar pengarusutamaan
gender tidak hanya menjadi domain dinas kami, tetapi
menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD. Kami aktif
melakukan pendampingan teknis, termasuk pelatihan
penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender
Budget Statement (GBS), agar OPD ‘lain dapat menyusun
kegiatan yang lebih responsif. Namun tentu dibutuhkan
komitmen Kuat dari pimpinan OPD dan dukungan kebijakan
dari tingkat atas, agar pendekatan ini benar-benar diterapkan
secara menyeluruh, bukan hanya sebatas formalitas
dokumen(Wawancara dengan YJ pada tanggal 6 Mei 2025)

Dengan demikian, belanja afirmatif bukan sekadar bentuk
perhatian kepada perempuan, tetapi merupakan strategi pembangunan
yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan. Jika

diimplementasikan secara konsisten, didukung oleh data terpilah dan

analisis kebutuhan yang akurat, serta melibatkan partisipasi aktif dari
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kelompok sasaran, maka belanja afirmatif akan menjadi motor utama

tercapainya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

. General or Mainstream Expenditures (Mainstream Gender)

General or Mainstream Expenditures, atau dalam bahasa
Indonesia disebut belanja umum yang mengarusutamakan gender,
adalah jenis pengeluaran anggaran yang secara umum tidak secara
eksplisit ditujukan untuk kelompok perempuan atau laki-laki tertentu,
tetapi memiliki potensi besar untuk mendukung pengarusutamaan
gender jika dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan
aspek keadilan gender. Berbeda dari belanja spesifik gender yang
menyasar kelompok tertentu, dan belanja afirmatif yang memberikan
perlakuan khusus untuk menciptakan kesetaraan, belanja umum ini
bersifat inklusif dan luas, mencakup Kegiatan rutin pemerintah yang
dalam pelaksanaannya dapat diarahkan agar lebih adil dan setara bagi

semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan laki-laki.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kualitas Hidup
perempuan terkait fasilitas publik dan sistem perencanaan yang sensitif

gender

“.Pengarusutamaan gender tidak cukup hanya melalui
program khusus, tetapi juga harus terintegrasi dalam
program umum atau reguler yang dilaksanakan pemerintah,
termasuk dalam penyediaan layanan dan infrastruktur
publik”(Wawancara dengan HT pada pada tanggal 12 Mei
2025)
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Contoh belanja umum yang bisa diarahkan untuk
pengarusutamaan gender meliputi penyediaan fasilitas publik yang
ramah perempuan dan anak (seperti toilet umum yang aman, ruang
laktasi, dan pencahayaan jalan), pelaksanaan pelatihan bagi aparatur
sipil negara dengan muatan gender, sistem perencanaan dan
penganggaran berbasis data terpilah gender, serta penyusunan dokumen
perencanaan daerah yang mencantumkan indikator gender. Dengan
demikian, belanja ini tidak secara langsung menyasar satu kelompok,
tetapi memiliki dampak besar terhadap pembentukan struktur dan

sistem yang lebih responsif gender apabila diintegrasikan secara tepat.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan terkait pelaksanaan pengarusutamaan

gender.

“.Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam
perencanaan dan penganggaran di‘Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar
sudah menjadi bagian dari proses rutin penyusunan program
dan kegiatan setiap tahunnya. Kami mulai dengan menyusun
Gender Analysis | Pathway (GAP) dan Gender Budget
Statement (GBS) sebagai instrumen wajib dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). GAP dan GBS
membantu kami mengidentifikasi permasalahan gender di
masyarakat dan merumuskan solusi dalam bentuk program
yang terukur dan terarah” (wawancara dengan SS pada
tanggal 17 April 2025)

Dalam konteks Pemerintah Kota Makassar, penerapan belanja

umum yang mengarusutamakan gender dapat ditemukan dalam
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program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DPPPA), seperti Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang mencakup anggaran operasional kantor, dan
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Meski pada
dasarnya dua program tersebut bersifat administratif, tetapi keduanya
memegang peranan penting dalam mendukung infrastruktur
kelembagaan yang mampu menjamin terlaksananya kebijakan
pengarusutamaan gender secara berkelanjutan. Misalnya, sistem data
terpilah berdasarkan jenis kelamin sangat penting untuk menyusun
perencanaan berbasis kebutuhan riil dan menghindari bias gender
dalam perumusan program. Selain itu, kegiatan internal seperti
pelatihan, rapat koordinasi, dan manajemen organisasi dapat diarahkan

untuk membangun budaya kerja yang mendukung kesetaraan gender.

“.Setiap kegiatan yang kami usulkan juga harus
menunjukkan siapa kelompok sasarannya, dan bagaimana
kegiatan tersebut akan berdampak terhadap perempuan, laki-

laki, anak-anak, maupun kelompok rentan lainnya
Berdasarkan APBD Perubahan tahun 2023, alokasi anggaran
untuk belanja umum dalam konteks DPPPA Kota Makassar mencapai
sekitar 40,6% dari total anggaran DPPPA, dengan rincian Rp5,96 miliar
untuk program penunjang dan Rp170 juta untuk sistem data gender dan
anak. Meski jumlah ini tergolong besar, tantangan yang muncul adalah

bahwa belanja umum seringkali tidak disertai dengan perspektif gender,

sehingga implementasinya menjadi netral dan kurang berdampak
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terhadap isu-isu ketimpangan. Banyak kegiatan umum yang masih
belum memperhatikan perbedaan peran, kebutuhan, dan hambatan yang
dihadapi perempuan dan laki-laki. Akibatnya, potensi dari belanja
umum ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong
perubahan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang lebih

setara.

Jika belanja ini diarahkan dengan pendekatan gender, maka
transformasi kebijakan publik menjadi lebih adil dan inklusif akan lebih
cepat tercapai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk
memasukkan indikator gender ke dalam seluruh proses perencanaan
dan penganggaran, mendorong OPD untuk menyusun program kerja
dengan mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok masyarakat,
dan menyediakan pelatihan yang memadai bagi aparatur sipil negara
untuk memahami pentingnya perspektif gender dalam tugas-tugas

birokrasi mereka sehari-hari.

Dengan kata lain, mainstream. gender expenditures bukan
sekadar soal menambahkan anggaran untuk perempuan, tetapi
mengubah cara berpikir dan bekerja pemerintahan agar semua
kebijakan dan belanja publik berkontribusi pada kesetaraan. Ini adalah
inti dari pengarusutamaan gender dalam tata kelola fiskal, yang apabila
dilakukan secara konsisten, akan menciptakan pelayanan publik yang
tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga adil dan menjangkau

seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
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Program berbasis gender mencakup kegiatan yang secara
langsung ditujukan untuk meningkatkan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta
pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan seperti anak-anak,
perempuan kepala keluarga, korban kekerasan, dan penyintas
diskriminasi berbasis gender. Program-program ini tidak hanya bersifat
kuratif (seperti penanganan kasus kekerasan), tetapi juga preventif dan
promotif melalui edukasi, advokasi, pendampingan, hingga penguatan
kapasitas dan-akses terhadap layanan dasar. Dalam kerangka gender
responsive budgeting, keberadaan program-program tersebut menjadi
indikator ‘penting untuk menilai keberpihakan fiskal pemerintah

terhadap kelompok rentan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan

Pelaporan terkait proporsi alokasi anggaran.

“.’Kalau berbicara soal program berbasis gender, memang
anggarannya belum terlalu besar.. Sebagian besar masih
diarahkan ke kegiatan rutin dinas. Program-program khusus
yang menyasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak biasanya kami masukkan, tapi porsinya belum maksimal
karena keterbatasan anggaran” (wawancara dengan SS pada
tanggal 17 April 2025)

Di Kota Makassar, program-program berbasis gender sebagian
besar dikoordinasikan dan difokuskan melalui Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Sebagai Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki mandat khusus dalam isu
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kesetaraan gender dan perlindungan anak, DPPPA memegang peranan
strategis dalam mendorong integrasi perspektif gender ke dalam
kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2023, DPPPA memperoleh
alokasi anggaran sebesar Rp15.105.956.569, yang apabila dibandingkan
dengan total belanja daerah setelah  perubahan  sebesar

Rp5.262.232.822.464, hanya setara dengan sekitar 0,29%.

Proporsi anggaran < untuk program-program yang secara

substantif berbasis gender adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Proporsi anggaran

Proporsi

Pengarusutamaan Pelembagaan 155.922.500 0,019%
Gender dan pengarusutamaan
Pemberdayaan gender pada lembaga
Perempuan pemerintah
Pemberdayaan 828.957.200
perempuanbidang

politik, hukum, sosial
dan ekonomi

984.879.700 6,52%

Perlindungan Pencegahan 638.714.600 0,043%
Perempuan kekerasan terhadap
perempuan

Penyediaan layanan 622.145.600
rujukan lanjutan bagi
perempuan korban
kekerasan




Penguatan dan
pengembangan
lembaga penyedia
layanan perlindungan
perempuan

990.877.500

2.251.737.700

14,91%

Peningkatan
Kualitas Keluarga

Peningkatan kualitas
keluarga dalam
mewujudkan
kesetaraan gender
dan hak anak

Penguatan dan
pengembangan
lembaga penyedia
layanan peningkatan
kualitas keluarga

588.814.800

126.228.000

715.042.800

4,73%

0,014%

Pemenuhan Hak
Anak

Pelembagaan PHA
pada lembaga
pemerintah, non
pemerintah dsan
dunia usaha

Penguatan dan
pengembangan
lembaga penyedia
peningkatan kualitas
hidup ‘anak

712.012.600

774.750.000

1.486.762.600

9,84%

0,028%

Perlindungan
Khusus Anak

Penyediaan layanan
bagi anak yang
memerlukan
perlindungan khusus

Penguatan dan
penguatan lembaga
penyedia layanan
bagi anak yang
memerlukan
perlindungan

3.459.042.700

74.589.400

3.533.632.100

23,39%

0,067%
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Pengelolaan Data Pengumpulan, 170.360.500 1,13% 0,003%
Gender dan Anak pengolahan, analisis

dan penyajian data

gender dan anak
Subtotal Program 9.142.415.400 | 60,52% ~0,17%
Berbasis Gender
Program Penunjang | Perencanaan, 235.923.800
Urusan penganggaran, dan
Pemerintahan evaluasi kinerja
(umum dan perangkat daerah
administratif)

Administrasi 4.544.748.979

keuangan perangkat

daerah

Administrasi 156.600.000

kepegawaian

perangkat daerah

Administrasi umum 351.893.000

perangkat daerah

Pengadaan barang 238.669.590

milik daerah

Penyediaan jasa 186.687.800

penunjang urusan

pemerintah daerah

249.018.000
Pemeliharaan barang
milik daerah
5.963.541.169 | 39,47%

Total Anggaran 15.105.956.569 100% 0,29%
DPPPA

Perlindungan  Anak

Sumber: APBD Kota Makassar tahun 2023

Alokasi

anggaran Dinas

(DPPPA)

Kota

Makassar

tahun

Pemberdayaan Perempuan dan

2023

memperlihatkan struktur yang menunjukkan bahwa sebagian besar
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anggaran digunakan untuk mendanai program-program yang secara
langsung berkaitan dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan
perempuan, dan perlindungan anak. Dari total anggaran sebesar
Rp15.105.956.569, sekitar Rp9.142.415.400 atau 60,52% dialokasikan

untuk program yang berbasis gender.

Jika dibandingkan dengan total belanja daerah yang mencapai
Rp5,26 triliun, maka proporsi anggaran program berbasis gender dari
keseluruhan APBD  Kota Makassar hanya sebesar ~0,17%. Ini
menunjukkan bahwa program yang benar-benar menyentuh isu
kesetaraan gender dan perlindungan anak masih berada dalam porsi
fiskal yang sangat kecil pada skala kebijakan daerah. Sementara itu,
sekitar 39,47% atau Rp5.963.541.169 dari anggaran DPPPA digunakan
untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan, yang umumnya
bersifat administratif (gaji, operasional kantor, dan koordinasi
kelembagaan).. Meskipun program penunjang. tetap penting dalam
menunjang pelaksanaan teknis, namun proporsi yang cukup besar ini
menunjukkan bahwa alokasi untuk kegiatan substantif gender masih

terbatas secara anggaran riil.

Dilanjut lagi terkait kendala dalam peningkatan alokasi anggaran

“.Kendala utama yang kami hadapi dalam meningkatkan
alokasi anggaran untuk program berbasis gender adalah
keterbatasan anggaran secara keseluruhan di daerah. Banyak
sektor yang juga menjadi prioritas, sehingga kami harus
bersaing dalam hal pembagian anggaran. Selain itu, pemahaman
tentang pentingnya pengarusutamaan gender masih belum
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merata di semua perangkat daerah. Akibatnya, dukungan
anggaran untuk program-program kami belum sepenuhnya
optimal” (wawancara dengan SS pada tanggal 17 April 2025)

Berdasarkan pernyataan Narsumber, dapat disimpulkan bahwa
kendala utama dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk program
berbasis gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Makassar terletak pada keterbatasan anggaran daerah secara
umum dan persaingan antar sektor prioritas dalam pembagian
anggaran. Selain itu, minimnya pemahaman dan kesadaran tentang
pentingnya pengarusutamaan gender di kalangan perangkat daerah
turut menjadi hambatan, sehingga dukungan anggaran yang diberikan
terhadap program-program berbasis gender belum sepenuhnya optimal
dan berkelanjutan. Kendala ini menunjukkan bahwa implementasi
penganggaran responsif gender masih memerlukan dukungan lintas

sektor dan peningkatan kapasitas SDM.

Dalam berbagai regulasi nasional seperti Permendagri No. 67
Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Permen
PPPA No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran Responsif
Gender, disebutkan bahwa pengarusutamaan gender adalah tanggung

jawab semua perangkat daerah, bukan hanya DPPPA.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan proporsi anggaran yang

berbasis gender, pemerintah Kota Makassar perlu:
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a. Mewajibkan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan
Gender Budget Statement (GBS) oleh seluruh SKPD.

b. Mengintegrasikan indikator gender ke dalam RPJMD, Renstra
SKPD, dan RKPD sebagai dasar alokasi anggaran.

c. Memperkuat kapasitas SDM perencana anggaran melalui pelatihan
teknis tentang penganggaran responsif gender.

d. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis gender

secara partisipatif dan transparan.

Dengan memperbesar porsi anggaran untuk program-program
yang memperhatikan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan, maka
pembangunan di Kota Makassar akan lebih inklusif, adil, dan

berkelanjutan.

C. Pembahasan tentang Gender Inclusive Fiscal Governance:Analisis

Penganggaran Responsif Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kota Makassar

1.

Persentase Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Makassar tahun 2023

Dalam kerangka Gender Inclusive Fiscal Governance, besar
kecilnya anggaran yang dialokasikan kepada perangkat daerah yang
secara khusus menangani isu perempuan dan anak menjadi salah satu
indikator penting dalam menilai sejauh mana komitmen pemerintah
daerah terhadap keadilan dan kesetaraan gender. Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar sebagai
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institusi yang memiliki mandat utama dalam isu ini, semestinya
memperoleh alokasi anggaran yang mencerminkan urgensi tugas dan
tanggung jawabnya dalam melindungi kelompok rentan dan
mengarusutamakan perspektif gender dalam kebijakan daerah.

Berdasarkan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2023, total alokasi
anggaran untuk DPPPA tercatat sebesar Rp15.105.956.569. lJika
dibandingkan dengan total belanja daerah yang mencapai
Rp5.262.232.822.464, maka anggaran untuk DPPPA hanya setara
dengan sekitar 0,29% dari total belanja daerah. Angka ini tergolong
sangat kecil, terutama jika melihat kompleksitas isu dan beban kerja
yang diemban oleh dinas ini, mulai dari pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak, penguatan kapasitas perempuan, hingga
pemenuhan hak-hak dasar anak.

Proporsi anggaran yang hanya 0,29% ini- menunjukkan bahwa
alokasi fiskal Kota Makassar pada tahun 2023 masih belum
menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap isu gender. Hal ini dapat
menjadi cerminan bahwa pendekatan penganggaran yang responsif
gender belum sepenuhnya diintegrasikan secara strategis ke dalam
kerangka perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam konteks gender
budgeting, anggaran DPPPA seharusnya tidak hanya dilihat sebagai

tanggung jawab sektoral, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan
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anggaran publik terhadap keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak

kelompok marginal, khususnya perempuan dan anak.

Minimnya alokasi anggaran ini mencerminkan tantangan besar
dalam implementasi penganggaran responsif gender di Kota Makassar.
Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain:

a. Fokus anggaran masih didominasi pada program fisik dan
infrastruktur, yang dianggap lebih "strategis" dalam pandangan
perencanaan makro:

b. Keterbatasan kapasitas perencana dan pengelola anggaran di tingkat
SKPD dalam melakukan analisis gender.

¢. Belum optimalnya koordinasi antara DPPPA dengan SKPD lainnya,
sehingga peran DPPPA masih dianggap sektoral dan belum bersifat
lintas program.

. Implementasi Penganggaran Resposif Gender

Dalam kerangka Gender Inclusive . Fiscal Governance,
penganggaran responsif gender tidak hanya dinilai dari keberadaan
program yang menyecbut kata “perempuan’ atau “anak”, melainkan dari
sejauh mana anggaran tersebut disusun berdasarkan analisis kebutuhan,
hambatan, dan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan
perempuan.

a. Gender Specific Expenditures (Belanja Spesifik Gender)

Kategori ini mencakup pengeluaran yang secara langsung

menyasar kebutuhan khas kelompok perempuan atau laki-laki yang
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mengalami ketimpangan. Di DPPPA Kota Makassar, belanja ini
terwujud melalui  Program Perlindungan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan, seperti
layanan bagi korban kekerasan, pelatihan keterampilan untuk
perempuan kepala keluarga, dan kampanye anti-kekerasan berbasis
gender. Total alokasi untuk belanja spesifik gender mencapai sekitar
Rp3,23 miliar atau 21,4% dari total anggaran DPPPA. Namun,
proporsinya terhadap total belanja daerah masih sangat kecil (sekitar
0,06%), menunjukkan bahwa perhatian terhadap isu spesifik gender
masih sangat terbatas secara fiskal.

. Expenditures that Promote Gender Equity within Public Services
(Belanja Afirmatif untuk Kesetaraan Gender)

Jenis belanja ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan
gender dalam akses terhadap layanan publik, seperti pendidikan,
kesehatan, dan perlindungan sosial. Di DPPPA, belanja afirmatif
mencakup Program Perlindungan Khusus Anak, Pemenuhan Hak
Anak, dan Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan total alokasi
sekitar RpS,73 miliar atau 37,9% dari total anggaran dinas. Program-
program ini bertujuan memastikan bahwa perempuan dan anak-
anak, termasuk laki-laki dalam konteks pengasuhan dan keluarga,
memiliki akses yang setara terhadap perlindungan, edukasi, dan

pemberdayaan. Meskipun program afirmatif telah cukup kuat secara
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nominal, integrasi lintas sektor belum maksimal, karena sebagian
besar program afirmatif masih terkonsentrasi di DPPPA.

General or Mainstream Expenditures (Belanja Umum yang
Diarahkan untuk Pengarusutamaan Gender)

Kategori ini mencakup belanja rutin dan umum yang dapat
diarahkan untuk mendukung kesetaraan gender, misalnya melalui
penyusunan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, pelatihan ASN
tentang kesetaraan gender, serta penyediaan fasilitas publik yang
ramah perempuan dan anak. Di DPPPA, belanja umum ini terlihat
pada Program Pengelolaan Data Gender dan Anak serta Program
Penunjang Urusan Pemerintahan, yang secara total mencapai sekitar
Rp6,13 miliar atau 40,6% dari anggaran DPPPA. Meskipun secara
nominal cukup besar, tantangan utama adalah bahwa pelaksanaan
belanja umum ini belum seluruhnya mengandung sensitivitas
gender, karena indikator dan implementasinya sering kali masih
netral.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Gender Responsive
Budgeting (Elson, 2002), yang menyatakan bahwa anggaran publik
tidak bersifat netral dan dapat memperkuat atau mengurangi
ketimpangan gender tergantung pada bagaimana kebijakan fiskal
disusun. Dalam konteks ini, meskipun DPPPA telah mengalokasikan
belanja yang mengarah pada gender specific expenditures,

affirmative expenditures, dan mainstream expenditures, pendekatan
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ini belum sepenuhnya melembaga dalam kebijakan fiskal daerah
secara keseluruhan.

Hasil ini dapat dikaitkan dengan prinsip Good Governance
(UNDP, 1997), yang mencakup partisipasi, transparansi,
akuntabilitas, dan responsivitas. DPPPA telah menunjukkan prinsip
partisipasi melalui pelibatan kelompok perempuan dan anak dalam
penyusunan program, serta transparansi melalui penggunaan
indikator gender. Namun demikian, aspek akuntabilitas lintas OPD
dalam pengarusutamaan gender masih rendah, karena sebagian
besar OPD di luar DPPPA belum menyusun program dan anggaran
yang responsif terhadap ketimpangan gender.

Sementara itu, dari perspektif Gender Inclusive Fiscal
Governance (O’Hagan & Klatzer, 2015), sistem anggaran
seharusnya bersifat inklusif terhadap seluruh warga negara,
termasuk perempuan dan kelompok rentan, dengan memastikan
keterlibatan mereka dalam perencanaan dan akses terhadap manfaat
fiskal. Hasil ‘penelitian menunjukkan bahwa DPPPA telah
mengadopsi sebagian prinsip ini melalui penyediaan layanan khusus
bagi perempuan korban kekerasan dan program peningkatan
kualitas keluarga. Namun, struktur kelembagaan dan sistem
penganggaran secara umum masih belum mendukung pendekatan

fiskal yang benar-benar inklusif karena minimnya data terpilah
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gender, kapasitas teknis perencana anggaran, dan lemahnya integrasi

lintas sektor.




BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa implementasi Gender Inclusive Fiscal Governance
melalui pendekatan penganggaran responsif gender di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar tahun 2023
menunjukkan adanya kemajuan, namun masih menghadapi berbagai

tantangan struktural dan teknis.

Pertama, DPPPA telah menerapkan pendekatan pengarusutamaan
gender (PUG) dalam proses perencanaan dan penganggaran program. Hal
ini terlihat dari penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender
Budget Statement (GBS), serta pelibatan kelompok sasaran perempuan dan
anak dalam proses identifikasi permasalahan. indikator berbasis gender juga

mulai digunakan untuk mengukur kinerja program.

Kedua, berdasarkan analisis terhadap tiga indikator penganggaran
responsif gender, yaitu Gender Specific Expenditures, Expenditures that
Promote Gender Equity in Public Services, dan General or Mainstream
Expenditures, ditemukan bahwa DPPPA telah mengalokasikan anggaran
sebesar 60,52% untuk program-program berbasis gender, dengan fokus

pada perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan kelompok

66
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rentan. Namun, proporsinya terhadap total belanja daerah Kota Makassar
masih sangat kecil, yaitu sekitar 0,17%, menunjukkan bahwa pendekatan

ini belum menjadi komitmen lintas sektor secara menyeluruh.

Ketiga, implementasi PUG di luar DPPPA belum berjalan optimal.
Banyak OPD lain belum mengintegrasikan perspektif gender ke dalam
program dan anggarannya, baik karena keterbatasan kapasitas SDM,
lemahnya data terpilah, maupun karena masih dipahaminya isu gender
sebagai domain eksklusif DPPPA. Hal ini menjadi hambatan dalam

mewujudkan tata kelola fiskal yang benar-benar inklusif.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan,
maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan
kualitas pelaksanaan gender inclusive fiscal governance di Kota Makassar,
khususnya melalui optimalisasi penganggaran responsif gender di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Saran-saran
ini disusun untuk memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah,
OPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya agar mampu menciptakan
tata kelola anggaran yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, terutama
bagi kelompok perempuan dan anak yang rentan terhadap ketimpangan

pembangunan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Makassar perlu memperkuat kebijakan

pengarusutamaan gender secara lintas sektor dengan menerbitkan
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regulasi yang mewajibkan seluruh OPD menyusun Gender Analysis
Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam dokumen
perencanaan, serta mendorong pengalokasian anggaran berbasis gender
yang terintegrasi ke dalam program-program prioritas daerah.

. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Makassar disarankan untuk meningkatkan peran sebagai fasilitator
dalam  penerapan penganggaran responsif gender, melalui
pendampingan teknis, pelatihan, serta penyediaan data dan indikator
berbasis gender yang dapat digunakan oleh OPD lain dalam menyusun
kebijakan dan anggarannya masing-masing.

. Peningkatan - partisipasi masyarakat, terutama dari organisasi
perempuan, forum anak, dan komunitas akar rumput, perlu diperkuat
dalam proses perencanaan dan penganggaran agar kebijakan yang
dihasilkan lebih kontekstual, responsif terhadap kebutuhan riil, serta
mencerminkan aspirasi kelompok rentan.

. Perluasan alokasi anggaran untuk program berbasis gender tidak hanya
difokuskan di DPPPA, tetapi juga di scktor-sektor layanan dasar seperti
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan perlindungan
sosial. Dengan begitu, prinsip keadilan dan kesetaraan gender dapat
diwujudkan secara lintas sektor dan menjangkau lebih banyak kelompok

penerima manfaat.
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Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Spesifik gender

1. Apakah program/kegiatan yang dirancang telah mempertimbangkan
kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki?

2. Apakah Dinas ini menggunakan data terpilah berdasarkan gender dalam
menyusun program atau anggaran?

3. Bagaimana respons program terhadap masalah ketimpangan akses atau

peluang antara laki-laki dan perempuan?

Kesetaraan gender

1. Apakah perempuan memiliki akses dan kontrol yang sama terhadap
program pemberdayaan dan perlindungan?

2. Sejauh mana perempuan terlibat dalam perumusan kebijakan atau alokasi
anggaran di instansi ini?

3. Apakah alokasi < anggaran memperhatikan prinsip keadilan dan

keberpihakan terhadap perempuan dan anak?

Mainstream Gender

1. Apakah dinas memiliki kebijakan, pedoman, atau rencana aksi terkait
pengarusutamaan gender?

2. Bagaimana pelaksanaan PUG dalam perencanaan dan penganggaran
program/kegiatan?

3. Apakah dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan pengarusutamaan

gender di dinas ini?
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Lampiran 2 : Surat Izin dari Kampus
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Lampiran 3 : Surat Izizn dari PTSP Sulawesi Selatan

=

=

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http:/simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231
Nomor : 2805/S.01/PTSP/2025 Kepada Yth.
Lampiran Do- Walikota Makassar
Perihal : lzin penelitian
di-
Tempat
Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6059/05/C.4-VIII/11/1446/2025 tanggal
04 Februari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/penelitidibawah ini:
Nama - JULIANINGSI \} -

Program Studi

T oLe MIy, AW
RS

Nomor Pokok $ "‘405641 103221
L

Pekerjaan/Lembaga

PROV '3l SULAWESI ST LATAN
Bermaksud untuk melakukan pengitiar'\ di daerah/kantor sau ara‘daﬁam rangka menyusun SKRIPSI,

dengan judul :

" IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
: STUDI KASUS PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 05 Februari s/d 05 Maret 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui- kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di'Makassar
Pada Tanggal 05 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT |
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.
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Lampiran 4 :

Surat Izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Makassar

e

EMBAR /s
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/ﬁur:\r dari $ OYM VY(P

Araspt

Tanggal surat : A9 /F@bmﬂnlzoyg Diterima tangeal : 2...7.Yéoruer /2095 l
Nomor surat WOM%/W?]W/OWﬁ‘?/&/Mr Nomor agenda : .

O Kepala Dinas
O Sekretaris
Bidang Kualitas-Hidup Perempuan

O Bidang Perlindungsn Perémpuan

O Bidang Data dan Informasi

O UPT PPA

O Sub Bagian Xeuangan

O sub Bagian Perencanaan & Pelaporan
\() Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Diteruskan kepada

QO Bidang Pefenuhan Hak &Perlindurigan Anak

'7’”” k“h*& ka.

\-\‘OM\, Sf.%«rﬂv;
L A 7 [‘5
2 9ng.
/é/ 2

o
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Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Makassar
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Gambar 2. Wawancara dengan ibu Ivana Mursalin,S.E selaku Kepala Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan
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Gambar 3. Wawancara dengan Kak Ikra selaku Divisi Media dan Publikasi

YASMIB SULSEL
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Gambar 4. Wawancara dengan Yusri Jabir,S.E.,M.Si selaku sekretaris Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Makassar.
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